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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir 

cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya 

penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas 

dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga 

negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun 

nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah 

likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional.1 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana Undang-

Undang Dasar 1945, Pemerintah baik pusat maupun daerah, 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 

dibiayai, antara lain dari penerimaan pajak. Pemungutan pajak 

merupakan pelaksanaan yurisdiksi pajak (tax jurisdiction – 

kewenangan dalam bidang perpajakan) sebagai atribut kedaulatan 

pemerintah untuk mengatur orang dan objek yang berada dalam 

wilayah kekuasaannya.2 

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat 

                                                           
1 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, (Jakarta: Kompas 

Media Nusantara,2016), h.1. 
2 Tjia siauw jan, Pengadilan Pajak: upaya kepastian hukum dan keadilan 

bagi wajib pajak, (Bandung: P.T. ALUMNI,2013), h.1 
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besar. Modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan 

penting, minimal dalam 2 (dua) hal yaitu: pertama, sebagai 

investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk 

menciptakan kemakmuran rakyat; kedua, pertumbuhan ekonomi 

akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Pengenaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak 

pada suatu negara (tax haven) menjadi menarik bagi investor karena 

sudah menjadi gelaja masyarakat di negara manapun orang 

cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak 

atau menghindari pajak. Tindakan yang demikian jelas akan 

merugikan penerimaan negara dari sektor pajak.3 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintah.4 

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan 

Dharibah, yang berasal dari kata  ضربا yang artinya: mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain. Ulama-ulama dahulu menyebutnya 

juga dengan al-mulks. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut 

secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, Al-Kharaj, dan Al-

                                                           
3 Zainal Muttaqin, Tax Amnesty Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 

Aditama,2013), h.1-2 
4 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,(Bandung: PT. 

Refika Aditama,2013), h. 2. 
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Usyr  sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan 

dharibah. 

Al-Jizyah berasal dari kata Jaza’ yang berarti kompensasi. 

Dengan kata lain Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk 

non-muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan 

atas hidup, properti, dan kebebasan untuk menjalani agama mereka 

masing-masing. Oleh karena itu, Jizyah tersebut tidak gugur, 

kecuali apabila mereka memeluk agama Islam.5 Dasar perintahnya 

adalah QS. At- Taubah: 29. 

َماََالْْخِروََِ لْيَ وْمَِبَِوَلََ للَِبَِ يُ ؤْمِنُ وْنََلََ قاتَلُِوالَّذِيْنََ َيَُُر مُِوْنَ وَرَسُوْلهَُُ اللَُ حَرَّمََلَ
َالَّذِيْنََ نََنُ وَْي َْدَِوَليَََ َمِنَ َاْلَحقِ  َيَّدٍوَّهُمََْحَتََّّ اوُْتُواالْكِتَبََ دِيْنَ َعَنْ َيُ عْطُوالْْزِْيةََ

َغِرُوْنََصاََ
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk. (QS.At-Taubah:29)6 

 

Ayat ini menerangkan tentang hukum yang mengatur 

hubungan antara orang-orang mukmin dengan  Ahli Kitab, 

diantaranya perintah memerangi ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) 

sehingga mereka memilih satu dari dua alternatif yaitu menganut 

agama islam atau membayar jizyah (Pajak). Jizyah ialah pajak per 

                                                           
5 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah,(Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada,2007), h.119 
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirannya Jilid 4, (Jakarta: 

Widya Cahaya,2011), h.94. 
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kepala yang dipungut oleh pemerintahan Islam dari orang-orang 

yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. 

Al-Kharaj secara harfiah berarti kontrak, sewa menyewa atau 

meyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, Kharaj adalah 

pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah 

taklukan harus membayar kepada negara islam. Apabila jizyah 

ditetapkan berdasarkan nash Alquran, maka kharaj ditetapkan 

berdasarkan Ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata 

lain dari sewa dan hasil.7 Kharaj terbagi menjadi 2 macam yaitu (1). 

Kharaj ‘Unwah adalah kharaj yang diambil dari seluruh tanah yang 

dikuasai kaum muslimin (dan diperoleh) dari orang-orang kafir 

secara paksa melalui peperangan, (2). Kharaj Sulhi adalah kharaj 

yang diambil dari setiap tanah dimana pemiliknya telah 

menyerahkan diri kepada kaum muslimin berdasarkan perjanjian 

damai.8Sebagaimana Firman Allah Swt: 

ره الرَّاز ق يَْْ  كَ أَمْ تَسْأَلُههمْ خَرْخافًَخَرَاخه ربَ    رٌ وَههوَ خَي ْ  خَي ْ
Atau kamu meminta upah kepada meraka?”, maka upah dari 

Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang 

baik. (QS.Al-Mu’minun:72). 

 

Al-Usyr dikalangan ahli fiqih, 10% memiliki dua arti. 

Pertama, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. 

Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan 

didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, 10% diambil 

                                                           
7 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah... h.126. 
8 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi al-Daulah, diterjemahkan oleh Ahmad 

S, dkk, Sistem Keuangan Negara Khilafah, (Jakarta: HTI Press, 2009), cetakan 

pertama, h.54-57 . 
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dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena 

membawa barang dagangan. Kebijakan ini lebih mirip dengan 

kebijakan pemungutan bea cukai. Di semenanjung Arabia, masing-

masing suku memungut pajak atas barang-barang dagangan yang 

diimpor oleh pedagang asing melalui rute suku mereka. Ketika 

negara Islam sepenuhnya beridri dan batas-batasnya telah 

ditetapkan dengan jelas, maka Khalifah Umar untuk kali 

pertamanya memutuskan agar pajak dipungut di pos-pos 

perbatasan.9 

Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari 

kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, 

dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu 

beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan 

Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, 

Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadis 

yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar 

Rasulullah saw bersabda: 

وَى الزكََّ   اة  إ نَّ في الْمَال  لََقًَّا س 
"Sesungguhnya pada harta  ada kewajiban/hak (untuk 

dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No 

: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut 

Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist dan menurut Imam 

Bukhari dia tidak cerdas).10 

Program pengampunan pajak  (tax amnesty) merupakan salah 

satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi 

                                                           
9 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah... h.130. 
10 Masduki,Fiqh Zakat,(IAIN SMH Banten, 2014) h.123. 
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pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di 

masa lalu. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama 

tim yang telah dibentuk dengan melibatkan Kementerian Hukum 

dan Perundang-undangan, pihak kepolisian dan pihak yang 

berkompeten. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah 

memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Pembayar Pajak 

untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang 

dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan 

mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajaknya. 

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk 

pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya 

terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak 

diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak 

yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, 

penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak 

penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.11 

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan 

pengampunan terhadap Wajib Pajak atau Pembayar Pajak masih 

diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program tax 

amnesty  di Indonesia pernah dilaksanakan dua kali yaitu di tahun 

1984 dan 2008. Pelaksanaan tax amnesty di tahun 1984 merupakan 

kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak 

efektif, respon Wajib Pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti 

dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara 

menyeluruh. Sedangkan, di tahun 2008, beberapa perubahan sempat 

tampak dengan bertambahnya 5,6 juta wajib pajak baru, namun 

                                                           
11 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,... h.3. 
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setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi 

penerimaan pajak turun, begitu pula tax ratio yang tidak naik 

signifikan.12 

Dari aspek hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, 

persoalan pengampunan pajak (tax amnesty) mengandung 2 (dua) 

subtansi hukum, yaitu legitimasi mengenai tidak memberlakukan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang 

sanksi administrasi dan sanksi pidana dan bentuk hukum 

pengaturan pengampunan pajak itu sendiri. Pemberian insentif 

khususnya pengampunan pajak pada realisasinya akan 

menimbulkan berbagai dampak di antaranya: 

1. Menimbulkan ketidakadilan (inequitable) karena hanya wajib 

pajak tertentu saja yang akan memperoleh atau menikmatinya. 

2. Rentan untuk disalahgunakan sehingga perlu ekstra 

pengawasan dari administrasi pajak. 

3. Insentif pajak sebagai subsidi pemerintah akan mengakibatkan 

hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak. 13 

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui 

dan meneliti masalah tersebut dan dituangkan dalam skripsi yang 

berjudul: Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 

 

 

                                                           
12 Dessy Puspitasari, “Program Pengampunan Pajak Sebagai Upaya 

Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia” 

(Makalah Perpajakan 2, Universitas Bakrie, Jakarta,2015), h.8. 
13 Zainal Muttaqin, Tax Amnesty Di Indonesia,... h.11  
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B. Fokus Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi penelitian dan 

difokuskan pada masalah: “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

dalam Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka yang akan menjadi 

pokok pembahasaan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengampunan pajak (tax amnesty) menurut 

Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif? 

2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pengampunan Pajak (tax 

amnesty) menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa 

tujuan dari penelitian skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengampunan pajak (tax amnesty) menurut 

perspektif hukum islam dan hukum positif. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengampunan 

pajak (tax amnesty) menurut perspektif hukum islam dan 

hukum positif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Agar masyarakat tahu bagaimana pengampunan pajak (tax 

amnesty) perspektif hukum islam dan hukum positif. 
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2. Agar masyarakat tahu bagaimana persamaan dan perbedaan 

pengampunan pajak (tax amnesty) perspektif hukum islam 

dan hukum positif. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis  tidak mengacu kepada penelitian 

terdahulu, karena  penelitian belum ada yang membahas dan hanya 

penulis yang melakukan penelitian ini “Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan 

pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan 

pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam 

jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 

penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak 

patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak yang patuh (honest 

taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan 

kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer’s voluntari) di masa yang 

akan datang amnesty. Kebijakan pemerintah memberikan 

pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menimbulkan pro dan 

kontra. Dari kelompok yang pro, kebijakan ini diharapkan dapat 

menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang signifikan dan 

memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini belum 

patuh. Sebaliknya bagi kelompok yang kontra, tax amnesty dapat 

menimbulkan ketidakadilan (inequity) bagi wajib pajak yang patuh 

(honest taxpayers) karena selama ini wajib pajak tersebut telah 
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memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan.14  

Hadis Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah 

saw bersabda: 

 لََيَدَْخُلَُالْْنََّةََصَاَحِبَُمَكْسٍَ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara 

zhalim). Sunan Abu Daud, Hadits no.2548, Musnad Imam 

Ahmad, Hadits no.16656.15 

Di dalam Undang-Undang R.I No 11 Tahun 2016 tentang 

pengampunan pajak pada pasal 2 ayat (1) pengampunan pajak 

dilaksanakan berdasarkan 4 asas yaitu: asas kepastian hukum, asas 

keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepentingan nasional.16 

Dengan Undang-Undang ini dapat menjembatani agar harta yang 

diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan 

secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut 

masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat 

dimanfaatkan untuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan 

di masa yang akan datang. Dalam berpegang teguh pada prinsip 

atau asas kepastian hukum,keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan 

nasional,maka tujuan penyusunan Undang-Undang tentang 

Pengampunan Pajak sebagai berikut: 

 Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak 

                                                           
14 Suparnyo,Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas,(Semarang: Pustaka 

Magister,2012), h.47-48. 
15 Masduki,Fiqh Zakat,(IAIN SMH Banten, 2014) h.122. 
16Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016, (Bandung: 

Fokusindo Mandiri,2016), h. 5. 
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terhadap peningkatan likuiditas domestik,perbaikkan nilai 

tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan 

investasi. 

 Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan 

yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan 

yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. 

 Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan.17 

Tujuan dari pengampunan pajak (tax amnesty) adalah untuk 

meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan 

keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka 

menengah. Meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek 

didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan 

pajak diberikan, masyarakat akan berbondong-bondong 

memanfaatkannya tanpa diliputi rasa was-was atau takut dikenakan 

sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Para 

wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang 

membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah dimasa 

lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni 

oleh pemerintah.18 

Pengampunan pajak juga berpengaruh terhadap aspek 

perekonomian Indonesia. Pengampunan pajak ini diharapkan dapat 

meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap total 

penerimaan negara secara keseluruhan. Sebagai pengaruhnya, 

                                                           
17 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,... h.4-5. 
18 Zainal Muttaqin, Tax Amnesty Di Indonesia,... h.31-32  



12 

 

belanja negara melalui APBN dapat berkelanjutan dengan 

terjaminnya pembiayaan pembangunan. Hasil lain adalah 

membaiknya kondisi perekonomian dan ketimpangan antara yang 

kaya dan miskin. Sementara itu dari repatriasi atau pengembalian 

sebagian atau seluruh aset di luar negeri yang dimiliki oleh wajib 

pajak dapat menghasilkan stabilitas secara makro-ekonomi yang 

dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya 

cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik dan nilai 

investasi di Indonesia.19 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

metodelogi penelitian deskriptif-kualitatif  yaitu di mana 

pemecahan masalah dengan mengumpulkan informasi dan data 

sebanyak-banyaknya melalui media-media yang ada kemudian 

mengklasifikasi data-data tersebut serta menganalisanya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Penelitian ini berbentuk “library research” yaitu data 

dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul kemudian data diolah melalui 

pendekatan: 

                                                           
19 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah,(Jakarta: 

Visimedia, 2016), h.6. 
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a. Induktif yaitu mempelajari dari permasalahan yang bersifat 

khusus kemudian dikembangkan menjadi suatu kesimpulan 

yang bersifat umum. 

b. Komparatif yaitu dengan cara membandingkan diantara 

beberapa pendapat yang kemudian dianalisa dan mengambil 

pendapat yang menurut penulis lebih mengarah dan tepat 

dengan materi yang dibahas. 

c. Editing atau proses pemeriksaan ulang data yang diperoleh 

baik dari unsur kelengkapannya, kejelasan dan 

kesesuaiannya maknanya, serta relevansi dengan isu 

pengampunan pajak. 

3. Tekhnik Penulisan 

1. Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN “SMH” Banten 

2016. 

2. Dalam penulisan ayat Al-Qur’an penulis berpedoman pada 

Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama RI. 

3. Penulisan Hadits yang dikutip bersumber dari buku-buku 

yang memuat tentang hadits tersebut. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan 

dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan 

pemahaman mengenai materi yang akan disajikan. Selain itu 

penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini. Lalu 

penulis mencoba menjabarkan dalam tiap-tiap bab sebagai berikut: 
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Bab Pertama :Pendahuluan yang merupakan gambaran 

umum, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua :Tinjauan Teoritis, yang terdiri dari masalah 

dasar mengenai Definisi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Dasar 

Hukum Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Tujuan pengampunan 

pajak (Tax Amnesty), Syarat Pengajuan  Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty),  manfaat dari pengampunan pajak (tax amnesty). 

Bab Ketiga : Praktek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

meliputi: Praktik Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di beberapa 

negara, Sunset Policy, Praktik Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

di Indonesia. 

Bab Keempat : Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Menurut Hukun Islam dan Hukum Positif, yang meliputi : 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Hukum Islam dan 

Hukum Positif, Persamaan dan Perbedaan Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.  

Bab Kelima : Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan, 

dan Saran-saran. 

 

 


